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PENDAHULUAN 
Pada dasarnya dari aspek jiwa, manusia memiliki cipta rasa dan karsa 
sehingga dalam tingkah laku dapat membedakan benar atau salah, baik atau buruk, 
menerima atau menolak terhadap sesuatu yang dihadapinya. Dari aspek raga, manusia 
memilki sifat benda mati, tumbuh-tumbuhan dan hewan, sehingga dalam tingkah 
lakunya ia dikuasai oleh hukum alam dan didorong oleh instingnya. Dalam hal ini 
manusia tidak cukup hanya tumbuh dan berkembang dengan dorongan instingnya 
saja, tetapi perlu bimbingan dan pengarahan dari luar individu masing-masing yakni 
pendidikan agar menjadi manusia purna. Di era globalisasi seperti sekarang ini, 
manusia harus memiliki pengetahuan yang cukup untuk menghadapi perkembangan 
zaman yang semakin maju. Jadi pendidikan sangat diperlukan oleh manusia untuk 
memperbaiki kualitas hidupnya serta untuk menghadapi era perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih dan arus komunikasi yang semakin 
deras serta globalisasi yang semakin nyata dalam kehidupan masyarakat yang 
semakin maju dan heterogen seperti sekarang ini. 
Pendidikan merupakan bagian dari kegiatan kehidupan bermasyarakat dan  
berbangsa. Oleh sebab itu, kegiatan pendidikan merupakan perwujudan dari cita-cita 
bangsa. Dengan demikian kegiatan pendidikan nasional perlu diorganisasikan dan 
dikelola sedemikian rupa supaya pendidikan nasional sebagai suatu organisasi dapat 
menjadi sarana untuk mewujudkan cita-cita nasional. Secara rinci cita-cita nasional 
yang terkait dengan kegiatan pendidikan telah dituangkan dalam Undang-Undang 
Sisdiknas No.20 Tahun 2003, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 
kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 
jawab. Selanjutnya prinsip penyelenggaraan pendidikan secara jelas juga telah 
diuraikan dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut, yaitu tercantum pada pasal 4, 
bahwa : 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 
cultural, dan kemajemukan bangsa, 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu 
kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna, 3) Pendidikan 
diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik 
yang berlangsung sepanjang hayat, 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi 
keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik 
dalam proses pembelajaran, 5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan 
budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat, 6) 
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 
pendidikan (Undang-Undang Sisdiknas No.20 Tahun 2003). 
Adapun fungsi pendidikan nasional sebagaimana tercantum pada Bab II pasal 
3 disebutkan bahwa fungsi pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan 
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, fungsi pendidikan juga dapat dilihat 
dalam dua perspektif. Pertama, secara mikro (sempit), pendidikan berfungsi untuk 
membantu secara sadar perkembangan jasmani dan rohani peserta didik. Kedua, 
secara makro (luas), pendidikan berfungsi sebagai pengembangan pribadi, 
pengembangan warga Negara, pengembangan kebudayaan dan pengembangan 
bangsa. 
Pendidikan tidak terlepas begitu saja dari berbagai masalah, seperti masalah 
kualitas pendidikan yang menyangkut kualitas kepemilikan pengetahuan, 
keterampilan dan sikap dari lulusan satuan pendidikan. Permasalahan yang berkaitan 
sikap yang muncul dewasa ini seperti maraknya kekerasan, perilaku korupsi, etika 
yang menipis, kurangnya tanggung jawab dan tenggang rasa memunculkan 
pertanyaan tentang apa yang telah diberikan dalam dunia pendidikan. Pendidikan 
selayaknya juga merupakan salah satu wadah untuk penanaman nilai-nilai. Peserta 
didik setelah lulus harus mempunyai bekal-bekal untuk mencapai kehidupan yang 
bermasyarakat dan menjadi individu yang berpendidikan. 
Penanaman nilai-nilai bagi peserta didik adalah sebagai upaya sadar dan 
terencana membantu peserta didik mengenal, menyadari, menghargai dan menghayati 
nilai-nilai yang seharusnya dijadikan panduan bagi sikap dan perilaku sebagai 
manusia dalam hidup perorangan dan bermasyarakat. Juga akan membuat peserta 
didik tumbuh menjadi pribadi yang mengerti sopan santun, mampu menghargai diri 
sendiri dan orang lain, bersikap hormat terhadap keluhuran martabat manusia serta 
memiliki rasa moral dan rohani. 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal berperan penting dalam 
pencapaian tujuan pendidikan Indonesia. Sesuai pendekatan fungsional struktural, 
lembaga sekolah diibaratkan masyarakat kecil yang memilki kekuatan organis untuk 
mengatur dan mengelola komponen-komponennya. Pedoman formal merupakan 
rujukan fundamental dari seluruh latar belakang sikap dan perilaku para pengemban 
status dan peran di sekolah. Pendekatan fungsional struktural melihat lingkungan 
sekolah pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-
beda, dimana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada satu kekuatan legal 
stuktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu. 
Keberadaan guru, peserta didik, kepala sekolah, psikolog atau konselor sekolah, 
orang tua peserta didik, pengawas, administrator merupakan komponen-komponen 
fungsional yang berinteraksi secara aktif dan menentukan segala macam 
perkembangan dinamika kehidupan sekolah sebagai organisasi pendidikan formal. 
Keberadaan komponen-komponen fungsional tersebut mempunyai peran yang 
berpengaruh terhadap suksesnya pencapaian tujuan pendidikan di Indonesia. Dalam 
hal ini peran guru adalah guru harus memiliki capability dan loyality, yakni guru itu 
harus memiliki kemampuan dalam bidang ilmu yang diajarkannya, memiliki 
kemampuan teoritik tentang mengajar yang baik, dari mulai perencanaan, 
implementasi, sampai evaluasi. Memiliki loyalitas keguruan, yakni loyal terhadap 
tugas-tugas keguruan yang tidak hanya di dalam kelas (Rosyada 2004: 113). 
Guru dapat memainkan perannya dalam pembelajaran di kelas. Kelas 
merupakan perwujudan masyarakat heterogen kecil dimana di dalamnya terdapat 
variasi komposisi dan hubungan antarpersonal yang melahirkan mekanisme interaksi 
sosial yang kontinu. Hal terpenting adalah interalasi yang terjadi antara guru dengan 
peserta didik yang melambangkan bentuk konkret dari suasana kelas dan membentuk 
suatu iklim sosial. Bentuk hubungan antara peserta didik dan guru dalam kegiatan 
belajar di dalam kelas sangat mempengaruhi keberhasilan peserta didik dalam 
kegiatan belajar ataupun bersosialisasi anatar individu satu dengan individu lainnya. 
Hubungan antar peserta didik perlu didasari sikap sosial yang positif. Karena 
selayaknya apa yang telah didapatkan di sekolah merupakan bekal untuk mencapai 
kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Setiap individu memiliki kepribadian yang 
berbeda-beda, ada yang mempunyai kepribadian yang buruk dan baik tetapi bukan 
tidak mungkin untuk mengubah pribadi seseorang menjadi lebih baik dari 
sebelumnya, itulah mengapa keberadaan pendidikan sangat penting untuk mencetak 
pribadi-pribadi bangsa yang religius dan bermoral. 
Dalam hal ini berdasarkan hasil observasi awal pada peserta didik kelas XI IIS 
2 SMA Al Islam 1 Surakarta pada pembelajaran sejarah diperoleh hasil bahwa sikap 
sosial peserta didik masih rendah. Terdapat berbagai masalah-masalah terkait sikap 
sosial peserta didik. Masalah tersebut berupa peserta didik dalam pembelajaran di 
kelas kurang aktif dan hanya menerima penjelasan guru, kemudian kurangnya 
persaudaraan antar sesama peserta didik, sering timbul kesalahpahaman dalam kelas, 
serta kurangnya rasa saling menghormati. Hal ini dapat dlihat dari hasil observasi 
peneliti pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas XI IIS 2. Pada waktu kegiatan 
diskusi di kelas, peserta didik cenderung pasif dan pada saat diberikan kesempatan 
untuk berpendapat kurang begitu aktif. Dapat dikatakan, sebagian peserta didik 
kurang percaya diri dalam mengungkapkan gagasannya di depan kelas. 
Sikap sosial peserta didik juga mempengaruhi hasil belajar masing-masing 
individu. Peneliti mendapat data mengenai hasil sikap sosial peserta didik pada 
observasi awal yakni dengan angket yang berjumalah 25 butir pernyataan yang 
dijawab oleh peserta didik kelas XI IIS 2 SMA Al Islam 1 Surakata, hasil yang di 
dapat sebesar 69,6%. Hasil ini masih dalam kategori cukup, oleh karena itu 
dibutuhkan tindakan selanjutnya untuk mengatasi masalah ini. Cerminan sikap sosial 
mereka terhadap pelajaran dapat dilihat dari bagaimana peserta didik tersebut 
mengikuti pelajaran jika sikapnya positif maka sudah dapat dipastikan prsetasinya 
juga akan baik namun jika sikap sosial peserta didik sebaliknya maka hasil yang 
diperoleh pun kurang memuaskan. Terbukti pada saat nilai ulangan harian pertama 
pada mata pelajaran sejarah yang telah diadakan dengan ketuntasan belajar minimal 
75, hanya sedikit peserta didik yang mencapai KKM pada kelas XI IIS 2, peserta 
didik yang mencapai KKM berjumlah 14 dari jumlah peserta didik yakni 34 jadi 
dalam presentase dapat dikatakan sekitar 41% peserta didik yang mencapai KKM. 
Hal ini membuktikan bahwa hasil belajar pada mata pelajaran sejarah rendah. 
Dari hasil observasi yang telah didapatkan peneliti dapat disimpulkan bahwa 
sikap sosial dan hasil belajar peserta didik khususnya pada mata pelajaran sejarah 
rendah. Oleh sebab itu, untuk menanggulangi masalah tersebut perlunya penanaman 
nilai-nilai demokrasi pada peserta didik. Membangun pribadi yang demokratis 
merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam pasal 
3 UU Nomor 20/2003 tentang Sisdiknas. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai 
demokrasi dinilai sangat tepat ntuk mengurangi perilaku sosial yang negatif pada diri 
peserta didik. Apalagi di era millennium yang kini diyakini akan menghadirkan 
banyak perubahan global seiring dengan akselerasi keluar masuknya berbagai kultur 
dan peradaban baru dari berbagai bangsa di dunia, ranah demokrasi tentu akan 
menjadi penentu citra, kredibilitas dan akseptibilitas bangsa kita sebagai salah satu 
komunitas masyarakat dunia. Itu artinya, dunia pendidikan dalam mencetak sumber 
daya manusia yang bermutu dan profesional harus menyiapkan generasi yang 
demokratis, sehingga memiliki resistensi yang kokoh di tengah-tengah konflik 
peradaban. 
Demokrasi sebagai sebuah nilai atau pandangan hidup mencerminkan 
perlunya partisipasi dari setiap warga dalam membentuk nilai-nilai yang mengatur 
kehidupan bersama sehingga menjadi sebuah keyakinan. Demokrasi merupakan 
prinsip pertama dan paling utama yang harus dijabarkan dan dilaksanakan secara 
sistematis dalam bentuk aturan sosial politik. Untuk itulah diperlukan pemahaman 
yang baik dan kemampuan mengaktualisasikan demokrasi di kalangan warga negara. 
Demokrasi tidak akan datang, tumbuh, dan berkembang dengan sendirinya dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu demokrasi 
memerlukan usaha nyata setiap warga dan perangkat pendukungnya yaitu budaya 
yang kondusif sebagai manifestasi dari suatu mind set (kerangka berpikir) dan setting 
social (rancangan masyarakat). Bentuk masyarakat demokrasi akan tumbuh kokoh 
jika di kalangan masyarakat tumbuh kultur dan nilai-nilai demokrasi. 
Pemahaman tentang demokrasi akan menumbuhkan kehidupan demokrasi, 
dan pengetahuan tentang demokrasi akan mendorong orang untuk bertindak sesuai 
dengan nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut hendaknya dapat 
diaktualisasikan dalam kehidupan nyata melalui suatu proses transformasi, dan 
pendidikan pada hakikatnya adalah sebuah proses transformasi nilai-nilai yang 
membangun sikap mental serta kualitas pribadi bangsa untuk dapat berpikir lebih 
handal. 
Demokrasi di sekolah dapat diartikan sebagai pelaksanaan seluruh kegiatan di 
sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Mekanisme berdemokrasi dalam 
politik tidak sepenuhnya sesuai dengan mekanisme dalam kepemimpinan lembaga 
pendidikan, namun secara substantif, sekolah demokratis adalah membawa semangat 
demokrasi tersebut dalam perencanaan, pengelolaan dan evaluasi penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah sesuai dengan nilai-nilai Demokrasi Pancasila (Beane dan 
Apple 1995: 7). 
Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental 
peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup 
proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya 
adalah untuk menyikapi persoalan yang tentunya tekait dengan nilai-nilai demokrasi 
dalam hal ilmu pengetahuan. Dengan berpegang pada nilai-nilai demokrasi, peserta 
didik dapat mengembangkan keterampilan intelektual, keterampilan pribadi dan 
sosial. 
Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 
penanaman nilai-nilai demokrasi pada pembelajaran sejarah dengan menggunakan 
model CTL sangat tepat untuk mengatasi rendahnya sikap sosial dan hasil belajar 
peserta didik. Untuk penanaman nilai-nilai demokrasi pada peserta didik khususnya 
pada mata pelajaran sejarah. Peneliti menggunakan model pembelajaran kontekstual 
karena pembelajaran kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja, bidang 
studi apa saja, dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Selain itu anak akan belajar 
lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan 
dan keterampilan barunya. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul  
“Penerapan Nilai-Nilai Demokrasi dalam Pembelajaran Sejarah Melalui Model 
CTL (Contextual Teaching Learning) Untuk Membangun Sikap Sosial dan 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas XI IIS 2 Di SMA Al Islam 1 
Surakarta” 
 
